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ABSTRAK 

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menyelidiki dampak topografi yang 

sulit dan rendahnya sebaran penduduk terhadap ketersediaan serta aksesibilitas 

layanan publik di Papua. Dengan menggunakan sumber data sekunder seperti 

artikel akademis, laporan pemerintah, dan data statistik, penelitian ini mengkaji 

tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan penting, termasuk 

layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah-daerah dengan medan 

yang berat dan distribusi penduduk yang jarang. Topografi Papua yang bergunung-

gunung, dipadu dengan jarak antardesa yang jauh dari pusat-pusat layanan, 

menjadikan akses terhadap layanan publik menjadi sangat terbatas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi dari tantangan-tantangan tersebut 

terhadap kualitas layanan publik di daerah pedesaan yang terpencil, serta 

mengeksplorasi intervensi dan strategi yang dapat meningkatkan ketersediaan dan 

aksesibilitas layanan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor topografi yang 

sulit dan rendahnya sebaran penduduk sangat menghambat penyediaan serta akses 

terhadap layanan publik. Daerah pedesaan yang terpencil di Papua kerap 

mengalami kesenjangan dalam penyediaan layanan karena infrastruktur yang tidak 

memadai, kekurangan tenaga kerja terlatih, dan terbatasnya sumber daya. Namun 

demikian, intervensi seperti perbaikan infrastruktur fisik, peningkatan kapasitas 

layanan melalui pelatihan staf, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan menunjukkan adanya harapan untuk mengatasi tantangan ini. Upaya-

upaya tersebut penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, 

meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di seluruh wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah yang terpencil 

 

Kata Kunci: Papua, pelayanan publik, sebaran penduduk rendah, topografi sulit 

 

ABSTRACT 

This qualitative research investigates the impact of difficult topography and 

low population distribution on the availability and accessibility of public services in 

Papua. Drawing on secondary data sources, including academic articles and 

government reports, the study examines the challenges posed by Papua's rugged 

terrain and sparse population distribution to the provision of essential services such 

as healthcare, education, and infrastructure. The research aims to identify the 

implications of these challenges on public service quality in remote rural areas and 

explore interventions and strategies for enhancing service delivery. Findings reveal 

that difficult topography and low population distribution significantly hinder the 

availability and accessibility of public services in Papua. Remote rural areas 

experience disparities in service provision due to inadequate infrastructure, staffing 

shortages, and limited resources. These challenges lead to substandard service 
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quality and compromised well-being among residents. However, interventions such 

as infrastructure improvements, capacity building, and community engagement 

show promise for addressing these challenges and promoting equitable development 

across the region. 

 

Keywords: difficult topography, low population distribution, Papua, public services, 

service delivery 

 

 

PENDAHULUAN 

  Medan yang terjal dan sebaran penduduk yang jarang membuat Papua menghadirkan 

tantangan unik dalam menyediakan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak 

topografi yang sulit serta distribusi penduduk yang rendah terhadap ketersediaan layanan publik di 

Papua, berdasarkan penelitian akademis dan bukti empiris yang ada. 

Daerah Papua yang bergunung-gunung, hutan lebat, dan rawa-rawa yang luas menimbulkan 

tantangan besar terhadap pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan (Hill, 2019). 

Pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur penting lainnya menjadi sulit dan mahal karena 

bentang alam yang tidak rata (Fauzi et al., 2019). Akibatnya, banyak masyarakat terpencil yang 

masih terisolasi dan kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti layanan kesehatan dan 

pendidikan (Chin, 2018). 

Selain itu, kerentanan wilayah ini terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi dan tanah 

longsor, memperburuk kesulitan dalam memelihara infrastruktur dan memberikan layanan (Tabor, 

2020). Tantangan-tantangan ini sangat akut di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, dimana 

respons terhadap keadaan darurat dan bencana sering kali tertunda, sehingga masyarakat menjadi 

rentan dan kurang terlayani (Tabor, 2020). 

Kepadatan penduduk Papua yang rendah semakin mempersulit penyediaan layanan publik. 

Permukiman yang tersebar dan komunitas kecil yang terisolasi membuat pembangunan dan 

pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan menjadi tidak layak secara ekonomi (Simons, 

2017). Instansi pemerintah dan penyedia layanan menghadapi kendala logistik dalam menjangkau 

daerah-daerah terpencil, yang menyebabkan kesenjangan akses layanan antara pusat kota dan 

daerah pedalaman (Howes et al., 2014). 

Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia di daerah berpenduduk jarang 

menghambat penyediaan layanan penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan (Flassy, 2916). 

Klinik kesehatan dan sekolah sering kali kekurangan staf dan perlengkapan, sehingga menyebabkan 

kualitas dan hasil layanan menjadi buruk (Saverimuttu & Cochran, 2018a). Karena fasilitas dan 

kondisi kehidupan yang tidak memadai, para profesional terampil enggan bekerja di daerah 

terpencil dan tertinggal, sehingga memperburuk situasi (Aisyah & Sentosa, 2023). 

Pendekatan multifaset diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh 

topografi yang sulit dan rendahnya distribusi penduduk di Papua. Investasi dalam pembangunan 

infrastruktur, termasuk jaringan jalan raya dan telekomunikasi, sangat penting untuk meningkatkan 

konektivitas dan memfasilitasi penyampaian layanan ke daerah-daerah terpencil (Rusim et al., 

2019). Selain itu, intervensi yang ditargetkan seperti klinik kesehatan keliling dan program 

pembelajaran jarak jauh dapat membantu menjembatani kesenjangan dalam penyediaan layanan 

antara masyarakat perkotaan dan pedesaan (Kanua et al., 2016). 

Selain itu, upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga profesional terampil di daerah 

terpencil melalui insentif seperti gaji yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik sangat 
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penting untuk mendukung pemberian layanan (Hanson et al., 2001). Inisiatif pelibatan dan 

pemberdayaan masyarakat juga harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan 

prioritas lokal ditangani secara memadai (Razee et al., 2012). 

Topografi yang menantang dan rendahnya sebaran penduduk di Papua menghadirkan 

hambatan besar terhadap ketersediaan layanan publik. Namun, dengan investasi yang tepat sasaran, 

solusi inovatif, dan keterlibatan masyarakat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Dengan 

mengatasi akar penyebab kesenjangan layanan dan meningkatkan infrastruktur serta kapasitas 

sumber daya manusia, Papua dapat bergerak menuju pencapaian akses yang adil terhadap layanan 

publik bagi seluruh penduduknya (Yayboke et al., 2022). 

Dengan topografi yang menantang dan sebaran penduduk yang jarang, Papua menghadapi 

hambatan besar dalam menyediakan layanan publik yang memadai bagi penduduknya (Pickell, 

2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak topografi yang sulit dan rendahnya 

sebaran penduduk terhadap ketersediaan layanan publik di Papua. Penelitian ini menguraikan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian untuk penelitian ini. 

Medan yang terjal di Papua dan pemukiman yang tersebar menghadirkan tantangan unik 

dalam memberikan layanan publik yang penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan 

pembangunan infrastruktur. Topografi yang sulit serta distribusi penduduk yang rendah 

berkontribusi terhadap kesenjangan dalam penyediaan layanan antara pusat kota dan daerah 

pedesaan terpencil, yang menyebabkan tidak memadainya akses terhadap fasilitas dasar bagi 

banyak masyarakat (Chin, 2018). Memahami besarnya tantangan ini dan implikasinya sangat 

penting bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk merancang strategi yang 

efektif guna meningkatkan pemberian layanan di Papua. 

Studi ini mengeksplorasi korelasi antara kesulitan topografi dan ketersediaan layanan publik 

di Papua, pengaruh rendahnya distribusi penduduk terhadap aksesibilitas dan kualitas layanan 

publik, serta menyarankan potensi intervensi dan strategi untuk meningkatkan penyediaan layanan 

publik di Papua. 

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama: Bagaimana topografi Papua 

yang sulit memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas layanan publik seperti layanan kesehatan, 

pendidikan, dan infrastruktur? Apa dampak rendahnya persebaran penduduk terhadap kualitas dan 

kecukupan pelayanan publik di wilayah pedesaan terpencil di Papua? Intervensi dan strategi apa 

yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang disebabkan oleh sulitnya topografi dan 

rendahnya distribusi penduduk dalam meningkatkan pelayanan publik di Papua? 

Proposal penelitian ini berupaya untuk mengatasi permasalahan mendesak mengenai tidak 

memadainya penyediaan layanan publik di Papua karena topografi yang sulit dan rendahnya 

sebaran penduduk. Dengan menyelidiki hubungan antara faktor-faktor tersebut dan ketersediaan, 

aksesibilitas, dan kualitas layanan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga 

bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti untuk meningkatkan pemberian layanan di wilayah 

tersebut. 

 

TINJAUAN PENELITIAN 

Untuk menganalisis pertanyaan penelitian terkait dampak topografi yang sulit dan rendahnya 

sebaran penduduk terhadap ketersediaan layanan publik di Papua, beberapa kerangka teori dapat 

diterapkan: 
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Determinisme Lingkungan: Teori ini menyatakan bahwa ciri-ciri geografis, seperti topografi 

yang sulit, mempengaruhi perilaku manusia dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Papua, 

topografi yang sulit dapat menghambat pembangunan infrastruktur pelayanan publik di daerah 

terpencil, sehingga mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitasnya (Hagerstrand, 1968). 

Teori Ketergantungan Sumber Daya: Menurut teori ini, organisasi bergantung pada sumber 

daya eksternal agar dapat berfungsi secara efektif. Di daerah pedesaan terpencil di Papua dengan 

sebaran penduduk yang rendah, penyedia layanan publik mungkin menghadapi tantangan dalam 

mengakses sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, sehingga berdampak pada kualitas 

dan kecukupan layanan (Pfeffer & Salancik, 2015). 

Teori Pembangunan Masyarakat: Teori ini menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi 

masyarakat dalam mengatasi tantangan lokal. Dalam konteks Papua, intervensi dan strategi untuk 

meningkatkan pemberian layanan publik mungkin melibatkan inisiatif keterlibatan masyarakat yang 

bertujuan untuk memobilisasi sumber daya dan pengetahuan lokal (McKnight & Kretzmann, 1993). 

Penerapan kerangka teoritis ini dapat membantu para peneliti menganalisis interaksi yang 

kompleks antara faktor geografis, distribusi penduduk, dan penyediaan layanan publik di Papua, 

sehingga memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data sekunder untuk 

mengeksplorasi dampak topografi yang sulit dan rendahnya distribusi penduduk terhadap 

ketersediaan layanan publik di Papua. Mengikuti pedoman dari (Creswell, 2014), penelitian ini 

memanfaatkan sumber data sekunder seperti artikel akademis, laporan pemerintah, dan data statistik 

untuk menganalisis fenomena tersebut. Tinjauan literatur yang komprehensif dilakukan untuk 

mengidentifikasi studi yang relevan dan mensintesis temuan utama mengenai tantangan yang 

dihadapi. Analisis isi kualitatif digunakan untuk mengkaji data secara sistematis dengan 

mengkodekan data tekstual dari sumber-sumber ini, guna mengidentifikasi tema, pola, dan 

hubungan yang berulang. Analisis tematik juga diterapkan untuk memahami makna mendasar yang 

terkandung dalam data, sehingga peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait 

tantangan topografi dan distribusi penduduk terhadap layanan publik di Papua.  

Selain itu, triangulasi sumber data dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan yang 

berasal dari analisis data sekunder (Creswell, 2014). Peneliti dapat membandingkan dan 

membedakan informasi dari berbagai sumber sekunder, termasuk literatur akademis, laporan 

pemerintah, dan survei masyarakat, untuk menguatkan temuan dan memastikan kekuatan temuan 

penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Dampak Topografi yang Sulit terhadap Ketersediaan dan Aksesibilitas Pelayanan Publik 

di Papua 

Topografi Papua yang menantang, ditandai dengan pegunungan terjal, hutan lebat, dan lahan 

rawa yang luas, menghadirkan hambatan besar terhadap penyediaan layanan publik penting seperti 

layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Medan yang sulit menyulitkan pembangunan dan 

pemeliharaan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, yang pada gilirannya menyulitkan 

penyampaian layanan ke daerah terpencil dan pedesaan. 
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a. Ketersediaan Pelayanan Publik 

Topografi yang sulit menghambat pendirian dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik di 

Papua. Pembangunan klinik kesehatan, sekolah, dan infrastruktur lainnya menjadi sulit dan mahal 

karena bentang alam yang terjal (Gwijangge et al., 2023). Akibatnya, banyak komunitas terpencil 

yang kurang terlayani dan tidak memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang penting bagi 

pembangunan manusia (Kulumbu, 2018). 

Selain itu, terbatasnya ketersediaan layanan publik di Papua Nugini memperburuk kesenjangan 

sosial dan ekonomi di negara tersebut. Kurangnya fasilitas kesehatan dan sumber daya pendidikan 

yang memadai di daerah terpencil semakin meminggirkan kelompok rentan, sehingga menghambat 

kemampuan mereka untuk berkembang dan sukses. Tanpa infrastruktur dan layanan yang memadai, 

komunitas-komunitas ini menghadapi hambatan besar dalam mengakses sumber daya penting dan 

peluang untuk pertumbuhan dan kemajuan. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini dan 

meningkatkan aksesibilitas layanan publik di Papua sangat penting untuk mendorong pemerataan 

pembangunan dan menjamin kesejahteraan seluruh warga negara (Street, 2014). 

Selain itu, sifat pemukiman yang tersebar di wilayah pegunungan dan hutan membuat 

pembangunan fasilitas pelayanan publik di wilayah terpencil menjadi tidak layak secara ekonomi 

(Simons, 2017). Akibatnya, daerah-daerah ini sering mengalami kekurangan penyedia layanan 

kesehatan, guru, dan personel penting lainnya, sehingga memperburuk kesenjangan layanan antara 

pusat kota dan daerah pedesaan (Flassy, 2916). 

Oleh karena itu, solusi inovatif harus diterapkan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan 

memberikan pemerataan akses layanan publik bagi seluruh warga Papua. Salah satu pendekatan 

yang mungkin dilakukan adalah dengan memanfaatkan klinik keliling atau layanan telemedis untuk 

menjangkau masyarakat terpencil yang saat ini kurang terlayani. Selain itu, berinvestasi dalam 

program pelatihan untuk membekali warga dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk mengisi peran penting di bidang-bidang ini dapat membantu mengatasi kekurangan personel 

(Organization, 2013). Dengan mengedepankan kesetaraan dan inklusivitas dalam perencanaan dan 

penyampaian layanan publik, Papua dapat berupaya menuju jalur pembangunan yang lebih 

seimbang dan berkelanjutan yang menguntungkan seluruh warganya (Sari & Rahman, 2021a). 

Pendekatan holistik untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik di Papua memerlukan 

kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan masyarakat lokal. Penting untuk 

melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa 

kebutuhan dan prioritas mereka diperhitungkan. Dengan membina kemitraan dan mendorong 

pemberdayaan masyarakat, Papua dapat menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih tangguh 

dan responsif yang benar-benar melayani beragam kebutuhan penduduknya (Atmojo & Fridayani, 

2018). Selain itu, penerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi dapat membantu melacak 

kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, sehingga memastikan bahwa sumber 

daya digunakan secara efektif dan efisien. Secara keseluruhan, dengan menerapkan pendekatan 

pelayanan publik yang komprehensif dan inklusif, Papua dapat membuka jalan menuju masa depan 

yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh penduduknya (Kusumasari & Alam, 2012). 

b. Aksesibilitas Pelayanan Publik 

Topografi yang sulit semakin menambah tantangan aksesibilitas di Papua. Terbatasnya jaringan 

jalan dan infrastruktur transportasi menyulitkan penduduk di daerah terpencil untuk mengakses 

layanan penting (Tabor, 2020). Perjalanan melalui medan terjal dan hutan lebat memakan waktu 

dan seringkali berbahaya, terutama saat kondisi cuaca buruk (Tabor, 2020). 
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Akibatnya, banyak komunitas di Papua menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan 

dasar publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial. Kurangnya 

pilihan transportasi yang dapat diandalkan juga menghambat pembangunan ekonomi di daerah-

daerah terpencil, sehingga membatasi peluang penduduk untuk mengakses pasar dan lapangan 

kerja. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik di 

Papua secara keseluruhan, solusi inovatif seperti klinik kesehatan keliling, program penjangkauan 

masyarakat, dan peningkatan infrastruktur jalan harus diterapkan (Sawir et al., 2023). Selain itu, 

kemitraan dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan dapat membantu memastikan 

bahwa layanan publik disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap komunitas, yang pada 

akhirnya mengarah pada masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh penduduk Papua 

(Sudarman & Laha, 2020). 

Selain itu, kurangnya pilihan transportasi yang dapat diandalkan membatasi mobilitas petugas 

kesehatan, pendidik, dan penyedia layanan lainnya, sehingga menghambat kemampuan mereka 

untuk menjangkau masyarakat terpencil (Simons, 2017). Hal ini mengakibatkan waktu tanggap 

yang berkepanjangan selama keadaan darurat dan bencana, sehingga semakin mengurangi 

aksesibilitas layanan penting pada saat dibutuhkan (Flassy, 2916). 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam 

pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan jaringan jalan dan perluasan akses transportasi 

umum. Dengan melakukan hal ini, hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pemberian layanan tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat secara keseluruhan dalam 

menghadapi bencana alam dan keadaan darurat lainnya (Gibson & Rozelle, 2003). Selain itu, 

membina kemitraan antara sektor publik, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat 

membantu memanfaatkan sumber daya dan keahlian untuk mengatasi hambatan transportasi dan 

memastikan bahwa layanan penting menjangkau masyarakat paling terpencil dan terpinggirkan 

sekalipun. Melalui upaya kolaboratif dan solusi inovatif, Papua dapat berupaya membangun masa 

depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya (Whitzman et al., 2013). 

 

B. Implikasi Rendahnya Persebaran Penduduk Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di 

Daerah Terpencil Papua 

Daerah pedesaan terpencil di Papua, yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang rendah 

dan isolasi geografis, menghadapi tantangan unik dalam penyediaan layanan publik (Efriandi et al., 

2019). Diskusi ini mengeksplorasi implikasi rendahnya sebaran penduduk terhadap kualitas dan 

kecukupan layanan publik di wilayah-wilayah tersebut, berdasarkan penelitian yang ada dan bukti 

empiris. 

a. Dampak terhadap Kualitas Pelayanan 

Rendahnya sebaran penduduk di wilayah pedesaan terpencil di Papua seringkali menyebabkan 

penyediaan layanan publik yang tidak memadai. Klinik kesehatan, sekolah, dan fasilitas penting 

lainnya sering kali kekurangan staf dan sumber daya karena jumlah penduduk yang kecil (Flassy, 

2916). Akibatnya, warga mungkin mengalami waktu tunggu yang lama, jam layanan yang terbatas, 

dan berkurangnya akses terhadap layanan khusus dan kesempatan pendidikan (Simons, 2017). 

Kurangnya layanan publik yang memadai di daerah pedesaan terpencil di Papua dapat 

menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan perkembangan penduduk 

secara keseluruhan. Terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dapat mengakibatkan penyakit 

yang sebenarnya dapat dicegah tidak diobati, sementara kurangnya kesempatan pendidikan dapat 
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menghambat mobilitas ekonomi dan sosial bagi penduduk. Selain itu, kesenjangan kualitas layanan 

antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat memperburuk kesenjangan yang ada dan 

melanggengkan siklus kemiskinan dan marginalisasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini 

diperlukan intervensi dan investasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan ketersediaan dan 

kualitas layanan publik di daerah-daerah terpencil (Ibori et al., 2023). 

Selain itu, kurangnya skala ekonomi di daerah berpenduduk jarang membuat penyedia layanan 

tidak layak secara ekonomi untuk berinvestasi pada peralatan dan infrastruktur modern (Samirudin 

& Halik, 2022). Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang diberikan, sehingga menyebabkan 

hasil layanan kesehatan di bawah standar, tingkat pencapaian pendidikan yang lebih rendah, dan 

penurunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hill, 2019). 

Untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif, pembuat kebijakan harus memprioritaskan 

pengembangan solusi inovatif yang dapat menjembatani kesenjangan antara wilayah perkotaan dan 

pedesaan. Salah satu strategi potensial dapat melibatkan pemanfaatan teknologi untuk 

meningkatkan akses terhadap layanan penting, seperti telemedis untuk layanan kesehatan dan 

platform pembelajaran online untuk pendidikan. Dengan memanfaatkan kekuatan alat-alat digital, 

masyarakat di wilayah terpencil dapat mengatasi hambatan geografis dan terhubung dengan para 

profesional terampil dan sumber daya yang sebelumnya tidak terjangkau (Christawan et al., 2023). 

Selain itu, investasi yang ditargetkan pada infrastruktur dan jaringan transportasi dapat membantu 

meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pengiriman barang dan jasa ke daerah-daerah yang 

kurang terlayani. Melalui perencanaan strategis dan kolaborasi, kita dapat memutus siklus 

kemiskinan dan marginalisasi yang sudah terlalu lama melanda masyarakat terpencil (Ibori et al., 

2023). 

b. Sumber Daya Manusia yang Tidak Memadai 

Distribusi penduduk yang rendah juga memperburuk tantangan terkait ketersediaan sumber daya 

manusia di daerah pedesaan terpencil di Papua. Para profesional di bidang kesehatan, guru, dan 

pekerja terampil lainnya sering kali enggan bekerja di bidang-bidang ini karena terbatasnya peluang 

peningkatan karier, fasilitas yang tidak memadai, dan standar hidup yang lebih rendah (Flassy, 

2916). Hal ini mengakibatkan kekurangan staf dan tingkat pergantian yang tinggi, yang selanjutnya 

menurunkan kualitas dan kontinuitas layanan (Simons, 2017). 

Selain itu, kurangnya infrastruktur dan sumber daya di komunitas terpencil menghambat 

perekrutan dan retensi tenaga profesional yang berkualitas. Tanpa akses terhadap pelatihan, 

peralatan, dan sistem pendukung yang tepat, penyedia layanan kesehatan dan pendidik kesulitan 

memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat (Kambu, 2016). Akibatnya, penduduk di 

daerah-daerah tersebut menghadapi hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan dan 

pendidikan berkualitas, sehingga melanggengkan siklus kemiskinan dan marginalisasi. Upaya untuk 

mengatasi tantangan-tantangan ini harus memprioritaskan investasi pada sumber daya manusia dan 

infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terpencil di Papua secara keseluruhan 

(Wijayatiningsih et al., n.d.). 

Selain itu, jumlah penduduk yang kecil menyulitkan penyedia layanan untuk membenarkan 

alokasi sumber daya untuk program pelatihan dan pengembangan profesional (Hill, 2019). 

Akibatnya, penyedia layanan kesehatan dan pendidik di daerah pedesaan terpencil mungkin tidak 

memiliki keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas 

tinggi, sehingga menyebabkan kesenjangan kualitas layanan dibandingkan di pusat kota 

(Fatmawada & Darlin, 2022). 
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Untuk mengatasi kesenjangan ini, penting bagi lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba 

untuk berkolaborasi dalam inisiatif yang berfokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi 

petugas kesehatan dan pendidik di daerah terpencil. Dengan berinvestasi dalam program 

pengembangan profesional yang berkelanjutan, para profesional ini dapat memperoleh keterampilan 

dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan dan pendidikan yang efektif kepada 

komunitas mereka (Nenobais et al., 2017). Selain itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan 

akses terhadap teknologi dan sumber daya yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh dan 

layanan telehealth, menjembatani kesenjangan antara sistem layanan kesehatan dan pendidikan di 

pedesaan dan perkotaan. Melalui investasi dan kemitraan yang terarah, kami dapat berupaya 

menciptakan peluang yang lebih adil bagi masyarakat di wilayah terpencil di Papua (Boinauw & 

Hussein, 2020). 

c. Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur 

Distribusi penduduk yang rendah juga menimbulkan tantangan terhadap pembangunan 

infrastruktur di daerah pedesaan terpencil di Papua. Basis populasi yang kecil membuat investasi 

pada proyek infrastruktur skala besar seperti jaringan jalan, jaringan listrik, dan sistem pasokan air 

menjadi tidak layak secara ekonomi (Tabor, 2020). Akibatnya, penduduk mungkin kekurangan 

akses terhadap fasilitas dasar yang penting bagi pembangunan dan kesejahteraan manusia (Flassy, 

2916). 

Untuk mengatasi tantangan infrastruktur ini diperlukan solusi inovatif yang mempertimbangkan 

karakteristik geografis dan demografi unik daerah terpencil di Papua. Salah satu pendekatannya 

dapat melibatkan pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan solusi infrastruktur yang lebih 

hemat biaya dan berkelanjutan. Misalnya, penggunaan tenaga surya dan sumber energi terbarukan 

lainnya dapat membantu mengatasi tantangan pembangunan jaringan listrik tradisional di daerah 

berpenduduk jarang. Selain itu, inisiatif berbasis masyarakat dan proses perencanaan partisipatif 

dapat membantu memastikan bahwa proyek infrastruktur memenuhi kebutuhan dan prioritas 

spesifik penduduk setempat. Dengan menerapkan pendekatan pembangunan infrastruktur yang 

holistik dan inklusif, kami dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 

terpencil di Papua dan mendorong hasil pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan 

(Resosudarmo et al., 2009). 

Selain itu, sifat permukiman yang tersebar semakin mempersulit perencanaan dan implementasi 

infrastruktur, sehingga menyebabkan pembangunan dan penyediaan layanan tidak merata di 

berbagai wilayah (Simons, 2017). Hal ini melanggengkan kesenjangan dan kesenjangan dalam 

akses terhadap layanan publik, sehingga memperburuk tantangan sosial-ekonomi di daerah 

pedesaan terpencil di Papua (Rumbiak et al., 2022). 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dan 

pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan 

memasukkan perspektif dan prioritas mereka ke dalam proyek infrastruktur, kita dapat memastikan 

bahwa inisiatif pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap komunitas. Pendekatan 

partisipatif ini tidak hanya mendorong kepemilikan dan keberlanjutan proyek infrastruktur yang 

lebih besar namun juga membantu membangun kepercayaan dan kolaborasi antara lembaga 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan penduduk lokal (Saverimuttu & Cochran, 2018b). 

Dengan melakukan hal ini, kita dapat menciptakan sistem infrastruktur yang lebih tangguh dan 

inklusif yang memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat, terlepas dari lokasi atau status 

sosial ekonomi mereka (Pryke & Barker, 2017). 



Jurnal Publisitas, Vol. 11, No. 1, Oktober 2024 
 

55 

 

C. Intervensi dan Strategi Peningkatan Pelayanan Publik di Papua 

Mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh topografi yang sulit dan rendahnya distribusi 

penduduk sangat penting untuk meningkatkan penyediaan layanan publik di Papua. Diskusi ini 

mengeksplorasi berbagai intervensi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-

tantangan ini, berdasarkan penelitian yang ada dan bukti empiris. 

a. Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur 

Salah satu intervensi utama adalah peningkatan aksesibilitas infrastruktur di daerah terpencil di 

Papua. Hal ini dapat dicapai melalui investasi yang ditargetkan pada jaringan jalan, jembatan, dan 

infrastruktur transportasi (Sari & Rahman, 2021b). Membangun jalan yang tahan segala cuaca dan 

meningkatkan rute transportasi yang ada dapat meningkatkan konektivitas antara pusat kota dan 

daerah pedalaman, sehingga memfasilitasi penyediaan layanan penting (Hill, 2019). 

Selain itu, investasi dalam pembangunan jembatan di atas sungai dan jurang dapat mengurangi 

waktu perjalanan secara signifikan dan meningkatkan akses terhadap masyarakat terpencil. Dengan 

mengatasi kesenjangan infrastruktur ini, pemerintah dapat membantu menjembatani kesenjangan 

perkotaan-pedesaan dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang kurang 

terlayani. Selain itu, peningkatan infrastruktur transportasi seperti layanan bus dan jalur kargo dapat 

semakin memudahkan pergerakan barang dan orang, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas 

hidup penduduk di wilayah terpencil tersebut secara keseluruhan (Pamungkas, 2021). 

Selain itu, penggunaan solusi transportasi inovatif seperti transportasi udara dan air dapat 

membantu mengatasi hambatan geografis dan menjangkau komunitas terpencil (Tabor, 2020). 

Klinik keliling, sekolah terapung, dan program penjangkauan masyarakat dapat memberikan 

layanan penting bagi masyarakat terpencil, menjembatani kesenjangan dalam penyediaan layanan 

yang disebabkan oleh topografi yang sulit dan rendahnya distribusi penduduk (Simons, 2017). 

Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terpencil namun 

juga berkontribusi terhadap pembangunan jangka panjang dan keberlanjutannya. Dengan 

menyediakan akses terhadap layanan penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang 

ekonomi, solusi transportasi inovatif ini memainkan peran penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan ketahanan masyarakat terpencil secara keseluruhan (Sarjito, 2023). Selain itu, 

mereka juga dapat membantu menumbuhkan kohesi sosial dan konektivitas di antara anggota 

masyarakat, menciptakan rasa memiliki dan persatuan di daerah-daerah yang sering terpinggirkan. 

Melalui investasi berkelanjutan dan dukungan terhadap inisiatif-inisiatif ini, kami dapat memastikan 

bahwa tidak ada komunitas yang tertinggal dalam perjalanan menuju kemajuan dan kesejahteraan 

(Dalimunthe et al., 2022). 

b. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Strategi penting lainnya adalah peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia 

di Papua. Upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga profesional yang terampil di daerah 

terpencil sangat penting untuk mendukung pemberian layanan publik (Flassy, 2916). Memberikan 

insentif seperti gaji yang lebih tinggi, peluang peningkatan karir, dan kondisi kerja yang lebih baik 

dapat mendorong petugas kesehatan, pendidik, dan profesional lainnya untuk bekerja di daerah 

terpencil (Simons, 2017). 

Hal ini dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga profesional yang terampil di bidang-

bidang tersebut dan meningkatkan akses terhadap layanan berkualitas bagi penduduk setempat. 

Selain itu, investasi dalam program pelatihan dan pengembangan profesional dapat membantu 

membangun kapasitas penduduk lokal untuk mengambil peran kepemimpinan dan berkontribusi 



Jurnal Publisitas, Vol. 11, No. 1, Oktober 2024 
 

56 

 

terhadap pembangunan komunitas mereka. Dengan berfokus pada peningkatan kapasitas dan 

pengembangan sumber daya manusia, Papua dapat menciptakan jalur yang lebih berkelanjutan dan 

inklusif menuju kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya (Prasetyo et al., 2022). 

Selain itu, berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan profesional dapat 

meningkatkan keterampilan dan kompetensi penyedia layanan lokal (Hill, 2019). Dengan 

memberdayakan masyarakat lokal dan membangun kapasitas lokal, Papua dapat mengurangi 

ketergantungannya pada bantuan eksternal dan meningkatkan keberlanjutan pemberian layanan 

publik di daerah terpencil (Pitpit & Baser, 2010). 

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perekonomian lokal namun juga menumbuhkan rasa 

kepemilikan dan kebanggaan di kalangan masyarakat. Selain itu, investasi pada pendidikan dan 

pelatihan keterampilan dapat membantu mengatasi tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan 

di Papua, yang pada akhirnya akan mengarah pada masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera. 

Dengan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, Papua dapat mengeluarkan seluruh 

potensinya dan membuka jalan bagi pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang (Baje & Itaki, 

2022). 

c. Keterlibatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian integral dalam mengatasi 

tantangan topografi yang sulit dan rendahnya distribusi penduduk di Papua. Melibatkan masyarakat 

lokal dalam proses pengambilan keputusan dan inisiatif pemberian layanan dapat memastikan 

bahwa intervensi disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas spesifik mereka (Tabor, 2020). 

Pendekatan partisipatif seperti perencanaan dan pengelolaan berbasis masyarakat dapat 

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan intervensi layanan publik (Flassy, 2916). 

Dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, kita 

dapat memastikan bahwa intervensi yang diterapkan tidak hanya efektif namun juga berkelanjutan 

dalam jangka panjang. Keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat membantu 

membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dan masyarakat 

lokal, sehingga menghasilkan hasil yang lebih sukses. Selain itu, dengan menyesuaikan intervensi 

dengan kebutuhan dan prioritas spesifik masyarakat, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan 

utama dan mendorong pembangunan inklusif di Papua (Sulistiani, 2024). 

Selain itu, memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil kepemilikan atas inisiatif 

pemberian layanan dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan akuntabilitas, sehingga menghasilkan 

hasil yang lebih efisien dan efektif (Simons, 2017). Dengan membangun kemitraan antara lembaga 

pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi berbasis masyarakat, Papua dapat 

memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya lokal untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan 

oleh topografi yang sulit dan distribusi penduduk yang rendah (Hill, 2019). 

Pendekatan kolaboratif ini juga dapat membantu membangun kepercayaan antar pemangku 

kepentingan dan menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan di kawasan. Selain itu, 

dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat memastikan 

bahwa inisiatif pembangunan peka secara budaya dan responsif terhadap kebutuhan dan prioritas 

masyarakat yang paling terkena dampak. Melalui upaya ini, kita dapat berupaya menciptakan 

masyarakat yang lebih inklusif dan adil di Papua yang memberikan manfaat bagi seluruh 

penduduknya (Tjilen et al., 2019). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

  Topografi Papua yang menantang dan distribusi penduduk yang rendah menimbulkan 

tantangan besar terhadap layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 

Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam penyediaan layanan antara pusat kota dan daerah pedesaan 

terpencil. Untuk mengatasi masalah ini, Papua memerlukan investasi yang ditargetkan dalam 

pembangunan infrastruktur, model pemberian layanan yang inovatif, dan inisiatif keterlibatan 

masyarakat. Penyediaan layanan yang tidak memadai, kekurangan staf, dan masalah pembangunan 

infrastruktur menghambat pembangunan sosio-ekonomi di daerah pedesaan terpencil. Diperlukan 

pendekatan multifaset yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas, 

dan strategi keterlibatan masyarakat. Dengan berinvestasi pada peningkatan aksesibilitas, 

pengembangan sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat, Papua dapat meningkatkan 

penyediaan layanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. 

  Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari tantangan yang ditimbulkan oleh topografi yang 

sulit dan rendahnya distribusi penduduk di Papua, rekomendasi berikut dapat dibuat: Papua harus 

memprioritaskan investasi dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, 

keterlibatan masyarakat, dan model pemberian layanan yang inovatif untuk meningkatkan 

aksesibilitas. hingga daerah pedesaan terpencil. Hal ini mencakup transportasi udara dan air, 

program pengembangan profesional, dan insentif bagi para profesional terampil. Keterlibatan 

masyarakat harus melibatkan kolaborasi multipihak, memberdayakan masyarakat lokal melalui 

perencanaan dan pengelolaan partisipatif. Inovasi dalam pemberian layanan, seperti klinik keliling 

dan program pembelajaran jarak jauh, dapat menjembatani kesenjangan antara wilayah perkotaan 

dan pedesaan. Mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan akan mendorong pelestarian 

lingkungan, keadilan sosial, dan kemakmuran ekonomi. 
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